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TENTANG

IZIN OFERASHINAL TAMAN EANAK-KANAK [TE] KARDNAN LAGGAL
DUSUN KOKITHLUAH DESA SINAKA
EECAMATAN PAGAI SELATAN
KARUPATESN KEFULAUAN MENTAWA]
TAHUN 2023
KEPALA DINAN PENANAMAN MODAL IIAN PEFLAYANAYN TE EPADL SATU FINTU
KANUPATEN KEPFULAUAN MENTAWAI

Membuen . Sural Permohonan lzin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KARONAN LAGGAL

Nomor : 421.5/02/PS/TK-KL/SNK /12023 tamgad 13 Januar

2021,

Menimbang tn. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada
Penyelenggarn Pendidikan Anak Usia Dind dalam memberikan
layanan pendidiknng  Anak Usia Dini (0-6) tahun prriy
diterbitkan lain Operasiona] Taman Kanak-kanak (TH),

b Bahwa penerbitan lzin Operasiona! Taman Kanak - kanak [TK)
sebagumann yang dimaksud pada butir a, dipandang periu
ditetnpkan dengan Keputusan Kepala Dinns Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kepuliunan Mentawai.

Mengingnt 11 Undang-undang Rl Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemenintah  dan  Kewenangan Provinsi sebagai  Darrah
Otonomi;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional:

4. Prraturan Pemerintah Xomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Naosional Pendidikan:

3. Peratumnn Pemernintah Republik Indonesia Somor 24 Tahun
2006 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan:

6. Trraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2010 tentang Penpelolaan dan Penvelengearaan Pendidikan:
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pernturan
Ternntrgrosi Sevirn

Peluvanan  Perizinan  Herusnha
Elektronik;

Peraturan Menterd Perlidibnn Nosbanal Kepuabilik Tnilonesia
WNomor 58 Tohan Q004 tentang Standar Pendodilcan Annk Usia
(RITITR

Perntirnn Menten) Peodidikan don Kebudovann Nomor B
Tauhun 2003 tentang saluan pendidikan non formal,
Peroturnn Mentert Penilidikon dan Kebudayvian I-"rpulahl.;
Irnlonesin Nomaor B4 Tahun 2004 tentang Penidirinn Satuan
Pendidliknn Annk Usis Dini,;

Pernturan Menteni Pendiudiknn don Kebudavaan Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perimnan Berusaha
Terintepgronl Sektor Pendidikan dan Eebudavaan,

Peraturan Nupati Kepuliuan Mentawnal Nomor 4 Tahun 2020
tentnng prndegelasian kewenangan bidang Perisinan Kepada
Kepala hnas Penonaman Modal dan Pelavanan Terpadu
Sntu Pntu Kanbupaten Kepulauan Mentawai

! Kekomendasi Dinas Pendulikan dan Kebudayaan Kabupaten
Eepuluunn Mentawai Nomor 4211/ 44 JDISDIKIIUT atas Lzin

Operastonal  Taman

Kanank-kanaok [TH)] KARONAN LAGGAI

tanggal 17 Janunri 20023,

MEMUTUSKAN :

! Memberikan lzin Operasionnl TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KARONAN LAGGAL

! Pemimpin dan/atau Pemilik 'enyvelenggnra Taman Kononk-kinak

(TK) mempunyai kewajiban

a. dalom pelaksannnn proses belajar mengajaor mengikut
kurikulum yang telah  ditetapkan oleh  Kementerian
Pendudiknn dan  Kebudayaan  Direktorat  Jendernl
Pendidikan Annk Usia Dini, Pendidikan  Dasar «dan
Pendichikan Menengah, disesunikon  dengnn kondisl
daerah dan sekoluh;

b. memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan

dan Kebudayann melalui Bidang PAUD dan Dikmas, baik

itu Inperan proses belajar mengajar, laporan pengelolaan
bantuan dari dana APAN maupun dana APBI;

lembaga yang menerima bantuan sampai batas walktu

yang ditentukan tidak menvampaikan lnporan, maka

Dinns Pendidiknn dan Kebudaynan berhak memberikan

tegurnn tertulis hinggn merckomendasikan pencabutan

Izin Operasional yang telah diterbitkan, hasil rekomendasi

tersebut disnmpaiknn ke Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dasar untuk
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menerhilknn keputusan  pencabutan  Lzin Operasional
“"nrhur;

lembagn vang tidak meliksannkan proses pembelajaran
selima ) [Antu) mingsu, lembagn akan diberi teguran, dan
apabila berkelapjutan tidak meluksannkan pmses belajor
mengajar srlama | bulin maka lzin Operasionalnya akan
ihicmbiut

tl'ﬂﬂ_um“ :IH'HHI'IF".HHHI{ j.-;wuh mrmlwnknﬂ JII'p"III'HI.H
pendidikan kepada nnak usia dinl sesuni dengan usia
lnynnan nnak didik;

jumlah murid minimal 12 orang setiop lembaga;

perbandingan jumlah proadulik dengan nnak 1:12 orang
dilambah 1 erang kepaln sckolah, jika tidak memenuhi

maka akan ditinjiu ulang pemberian izin np-:ruﬂlum:ln_».':-l.
diun apabiln memang tdak memenuhl syarat maka l=in

operinional lembaga akan dicabut,

¢ Hal-hal vang belum ditetapkan akan ditinjou dan dintur kembal

Menurit semestinyi. _
. Apabila terdupat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam
penctapan int akan ditinjou kembali menwrdt semestinyi.

. Keputusan ini mulii berlnku padi tangenl ditetapkan.

Nitetaphkan di Tunpejal
P tJJ.1'u:',pu:LI.‘I!I Januar| 2023

An. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
KEPALA DINAS

NP, WI7GN407- 200908 1 008
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